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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis 

dapat menyimpulkan: 

5.1.1 Perlindungan Hukum Sebelum Terjadinya Sengketa antara 

Lembaga Keuangan yang Menerima Rahasia Dagang sebagai 

Jaminan Fidusia dan Pemilik atau Pemegang Hak Rahasia 

Dagang 

Secara hukum, rahasia dagang memenuhi seluruh unsur benda 

yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UU Jaminan Fidusia. 

Lembaga keuangan yang menerima rahasia dagang sebagai jaminan 

fidusia akan menghadapi risiko yang cukup besar karena sifat 

perjanjian jaminan fidusia yang berupa perjanjian kepercayaan 

memberikan hak kepada pemilik atau pemegang hak rahasia dagang 

untuk tetap menguasai dan mendapatkan manfaat dari rahasia dagang 

yang dimilikinya, di sisi lain lembaga keuangan hanya memegang hak 

kebendaannya tersebut. Konsep kepercayaan tersebut memberikan 

risiko karena karakteristik rahasia dagang yang hanya mengandung 

nilai ekonomi apabila tidak diketahui oleh pihak-pihak yang berhak. 

Lembaga keuangan tidak dapat memastikan pemilik atau pemegang 

hak rahasia dagang telah melakukan itikad baik dengan menjaga 

kerahasiaan dan memanfaatkan rahasia dagang sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut membuat ketidakpastian 

bagi lembaga keuangan.  

Perlindungan hukum kreditur sebagai penerima fidusia yang 

menerima rahasia dagang sebagai objek jaminan fidusia sebelum 

terjadinya sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan atau melalui perjanjian antara 

lembaga keuangan dan pemilik atau pemegang hak rahasia dagang.  
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Perlindungan hukum yang diberikan UU Jaminan Fidusia 

melalui Pasal 11 UU Jaminan Fidusia yang mewajibkan setiap 

penerima fidusia mendaftarkan benda jaminan fidusia yang menjadi 

objek jaminan. Kewajiban pendaftaran tersebut memberikan akibat 

hukum bagi para pihak, sehingga apabila salah satu pihak lalai 

melakukan kewajibannya, ia dapat dimintakan pertanggungjawaban 

hukum. Akta jaminan fidusia merupakan bukti bahwa perjanjian 

jaminan fidusia telah didaftarkan. Dengan adanya akta jaminan fidusia 

maka pemberi fidusia dengan rahasia dagang sebagai objek jaminan 

fidusia tidak akan menggunakan rahasia dagang dengan melawan 

hukum, melakukan pengalihan rahasia dagang, dan berusaha tetap 

menjaga kerahasiaan rahasia dagang karena terdapat sanksi pemberi 

fidusia yang melakukan hal-hal tersebut.  

Perlindungan lainnya yang diberikan UU Jaminan Fidusia 

kepada lembaga keuangan sebagai penerima fidusia dengan objek 

berupa rahasia dagang dapat dilihat melalui Pasal 20 UU Jaminan 

Fidusia. Prinsip droit de suite yang ada pada perjanjian jaminan 

fidusia memberikan hak kepada lembaga keuangan untuk memiliki 

hak kebendaan rahasia dagang di mana rahasia dagang tersebut 

berada. Dengan hak tersebut, lembaga keuangan tetap dapat 

menikmati hak istimewanya ketika debitur telah lalai melakukan 

kewajiban perjanjian pokok dan telah beritikad buruk untuk 

mengalihkan rahasia dagang tersebut. Prinsip droit de suite ini seperti 

melahirkan ketidakadilan bagi pihak ketiga karena dipersalahkan atas 

perbuatan yang tidak ia lakukan, namun Pasal 18 UU Jaminan Fidusia 

mengatur bahwa perjanjian jaminan fidusia menganut asas publisitas 

sehingga pihak ketiga perlu bertanggungjawab.  

Selain dilindungi melalui peraturan perundang-undangan, 

lembaga keuangan selaku penerima fidusia berupa rahasia dagang 

sebagai objek jaminan yang kemudian disalahgunakan saat perjanjian 

kredit berlangsung dapat juga mengaturnya di dalam perjanjian kredit 

sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir risiko. 
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Lembaga keuangan dapat mencantumkan klausula baku 

berupa kewajiban mengasuransikan rahasia dagang di dalam 

perjanjian kreditnya sebelum menerima rahasia dagang sebagai benda 

jaminan fidusia. Klausula lain yang dapat dicantumkan oleh lembaga 

keuangan untuk meminimalisir risiko adalah klausula penggantian 

objek jaminan fidusia yang musnah. Kewajiban lembaga keuangan 

saat mencantumkan klausula baku dalam perjanjian kredit tersebut 

harus tetap didasarkan pada POJK Perlindungan Konsumen dan SE 

Perjanjian Baku. 

 

5.1.2 Penyelesaian Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Lembaga 

Keuangan agar Piutangnya Tetap Terpenuhi Setelah Rahasia 

Dagang yang Dijadikan Benda Jaminan Fidusia Disalahgunakan 

Menurut UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Perundang-

Undangan 

Klaim asuransi yang ada di dalam rahasia dagang tidak akan 

hapus ketika pemilik atau penerima rahasia dagang beritikad buruk 

memanfaatkan rahasia dagang yang sedang dibebankan jaminan 

fidusia sehingga ketika debitur tidak melakukan kewajiban perjanjian 

pokok maka lembaga keuangan tetap dapat mengklaim asuransi 

rahasia dagang apabila tidak diperjanjikan lain sebagaimana yang 

diatur di dalam Pasal 10 huruf b UU Jaminan Fidusia.  

Rahasia dagang yang disalahgunakan memberikan dampak 

bagi perjanjian jaminan fidusia karena dapat membuat perjanjian 

jaminan fidusia hapus. Ketika debitur wanprestai maka lembaga 

keuangan tidak dapat melakukan eksekusi karena tidak memegang 

hak kebendaan apapun. Jalan satu-satunya adalah dengan mengajukan 

gugatan wanprestasi kepada pengadilan umum bersama-sama dengan 

kreditur konkuren lainnya. Jalan tersebut kurang memberi 

perlindungan kepada lembaga keuangan karena kedudukan lembaga 

keuangan dipersamakan dengan kreditur konkuren lainnya.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, penulis 

memiliki beberapa saran dan rekomendasi bagi lembaga keuangan sebagai 

penerima fidusia dan pemilik atau pemegang hak rahasia dagang sebagai 

pemberi fidusia yang diikat dengan perjanjian jaminan fidusia berupa 

rahasia dagang sebagai objek jaminan, dan pihak-pihak yang 

berkepentingan, antara lain:  

a. Seiring berkembangnya zaman, sudah sepatutnya lembaga 

keuangan dapat menerima rahasia dagang sebagai agunan serta 

merevisi peraturan internalnya masing-masing mengenai objek 

jaminan yang dapat diterima, salah satunya terkait dengan 

kekayaan intelektual berupa rahasia dagang. Tidak ada pengaturan 

mengenai rahasia dagang yang dapat dibebankan jaminan padahal 

rahasia dagang telah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam 

peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, perlu adanya 

peraturan pelaksana yang dibuat berupa pengaturan rahasia dagang 

yang dibebankan jaminan. Peraturan tersebut dapat mengatur 

mengenai jenis jaminan yang cocok, hak dan kewajiban para pihak, 

perlindungan hukum, ketentuan pidana, dan sebagainya;  

b. Praktik penerimaan rahasia dagang sebagai objek jaminan telah 

dilakukan di Thailand. Pendaftaran rahasia dagang di Thailand 

dilakukan tanpa perlu merinci isi dari rahasia dagang tersebut 

sehingga dengan adanya pendaftaran lembaga keuangan Thailand 

mendapatkan kepastian hukum. Menteri Hukum dan HAM 

sebaiknya membuat peraturan pelaksana mengenai tata cara 

pendaftaran rahasia dagang agar memberikan kepastian hukum 

bagi pihak ketiga; 

c. Pemilik rahasia dagang membuat bukti surat kepemilikan seperti 

akta otentik tanpa perlu merinci isi rahasia dagang yang 

dimilikinya karena sulit untuk membuktikan kepemilikan rahasia 

dagang yang akan dijadikan objek jaminan fidusia; 
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d. Rahasia dagang merupakan benda bergerak tidak berwujud 

sehingga lembaga keuangan ragu untuk menerima rahasia dagang 

sebagai agunan. Keraguan tersebut dapat diatasi dengan menerima 

rahasia dagang sebagai agunan disertai dengan agunan-agunan lain 

yang memiliki bentuk yang lebih konkrit; 

e. Lembaga keuangan sebaiknya mencantumkan klausula baku 

berupa kewajiban mengasuransikan rahasia dagang yang akan 

dibebankan jaminan dan klausula mengenai penggantian rahasia 

dagang yang disalagunakan sehingga menyebabkan jaminan 

fidusia hapus. Pencantuman klausula baku harus sesuai dengan 

ketentuan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindugan 

Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 

Tahun 2014 tentang Perjanjian Baku. 
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